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KOMISI PEMIUHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1)

dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang pada

pokoknya menyatakan Setiap Penyelenggara Pelayanan

Publik wqiib menetapkan dan menerapkan Standar

Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan yang

ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan

Publik;

bahwa untuk melakukan perbaikan standar pelayanan

publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Barat dengan mengacu pada tanggapan, masukan,

dan rekomendasi dari masyarakat serta pihak terkait;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Barat tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

20O8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

b

Mengingat 1.

jdih.kpu.go.id/jabar

https://jdih.kpu.go.id/jabar/


-2

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaaa Informasi Publik (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tent"aag

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 2 15, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/OS/M.PANl4l2OO9 tentang

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat

bagi Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2019

tentang Standar l.ayanan dan Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

189);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
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Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang T\rgas, F"ungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Ke{a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 826);

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang

Pemantauan dan Eva-luasi Kinerja Penyelenggaraan

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 6721 sebagatmana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan AParatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan

dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

(Berita Negara Repubtk Indonesia Tahun 2023 Nomor

23al;

jdih.kpu.go.id/jabar

https://jdih.kpu.go.id/jabar/


5-

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwal<ilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O22 tentang

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

138);

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1160);

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Ra-kyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tefltarlg
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 9l);
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2023 tentang Pengelolaaa dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2025 Nomor 1125);

21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2024 tentang Pencalonan Gubemur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor l0 Tahun

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 496);

22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

314/ORT.O7-Kptl 01' IKPU lV I 2O2l tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
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23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun

2O22 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi

Pemithan Umum;

24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Penl'usunan Naskah

Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun

2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Nomor 18 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA

BARAT TENTANG STANDAR PEI,AYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA

BARAT.

Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai

berikut:

1. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik

sebagaimana tercantum dalam La.mpiran I Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

2. Standar Pelayanan Data Pemilih sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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4. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana

tercantum dalam l,ampiran IV Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

5. Standar Pelayanan Pencalonan Peserta

Pemilu/Pemilihan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

6. Standar Pelayanan Verifikasi Pemutalhiran Data Partai

Politjk sebagaimana tercartum dalam Lampiran VI

Keputusan yang merupakan brgran tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

7. Standar Pelayarran Kerja Sama sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VII Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 3 Agustus 2O26

KBTUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT,

AHMAD NUR HIDAYAT

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARTAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

1,
S[KhLT

e'
0/

Purba

I
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I.,AMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO. URAIAN

PEI.IYAMPAIAN LAYANAN (SERWCE rcIN'I)

1 Persyaratan 1. Masyarakat Pemohon dan/ atau Badan

Hukum.

2. Mengisi formulir permohonan informasi yang

tersedia baik secara daring maupun luring

dengan dibantu oleh petugas.

a Sistem, mekanisme,

dan prosedur

l. Pemohon informasi mengajukan permohonan

informasi dengan cara datang langsung,

melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KPU

Provinsi Jawa Barat, surat elektronik, e-PPID,

dan media sosial resmi KPU Provinsi Jawa

Barat (Instagram, TWitter, dan Facebook).

2. Desk pelayanan memilah permintaan informasi

dengan ketentuan:

a. Pemohon yang datang secara langsung

mengisi formulir permohonan informasi.

Pemohon informasi melalui media lain

seperti surat, email, telepon dan faksimili,

formulir dapat diisikan oleh desk

pelayanan.

b. Desk pelayanan informasi mencatat

permohonan informasi dalam Buku

Registrasi. Desk PelaYanan

memberitahukan nomor formulir

permohonan informasi.

KOMPONEN
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NO. KOMPONEN URAIAN

c. Desk pelayanan dapat langsung

memberikan informasi, jika informasi

yang diminta adalah yang tersedia setiap

saat, tidak termasuk kategori dikecualikan

atau berpotensi dikecualikan dapat

diberikan dalam bentuk

tnrdapg/ soficopg.

d. Untuk informasi yang diumumkan secara

berkala dan serta-merta, desk pelayanan

menyarankaa pemohon informasi untuk
membuka website resmi KPU (kpu.go.id)

atau KPU Provinsi Jawa Barat

(jabar.kpu.go.id).

e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan

memberikan jawaban tertulis apakah dapat

memenuhi permohonan informasi atau

tidak memenuhi dengan disertai alasan.

f. Jika informasi yang dimaksud tidak

dalam penguasaan dan tidak dapat

dipenuhi KPU Provinsi Jawa Barat, desk

pelayanan memberikan pemberitahuan

tertulis disertai alasan dan

menginformasikan kepada pemohon

informasi, badan publik yang menguasai

informasi tersebut apabila mengetahui.

g. Jika informasi yang dimaksud termasuk

kategori informasi yang dikecualikan,

desk pelayanan menginformasikan kepada

pemohon informasi dengan menunjukkan

Keputusan KPU tentang informasi yang

dikecualikan.

h. Jika informasi tidak dapat diberikan,

desk pelayanan menginformasikan kepada

pemohon informasi mengenai haknya

mengajukan surat keberatan kepada

Atasan PPID.
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NO. KOMPONEN URAIAN

Jika informasi yang dimohon pemohon

informasi belum dapat diberikan, desk

pelayanan menginformasikan kepada

pemohon informasi bahwa:

o Informasi tentang Pemilu dan

Pemilihan akan diberikan dalam jangka

waktu tiga hari kerja, dan dapat

diperpanjang selama dua hari kerja

dengan alasan.

o Informasi lain akan diberikan dalam

jangka waktu sepuluh hari kefa, dan

dapat diperpanjang selama tujuh hari

kerja dengan alasan.

Perpanjangan jangka waktu pelayanan

diberitahukan kepada pemohon informasi

disertai alasan.

1

J

5 Jangka waktu

pelayanan

1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan

akandiberikan dalam jangka waktu tiga hari

ke{a, dan dapat diperpanjang selama dua hari

kefa dengan alasan.

2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka

waktu sepuluh hari kerja, dan dapat

diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan

alasan.

3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis

disertai alasan.

4 Biaya/tarif Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya,

tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan

permohonan informasi berupa dokumen

hardcopy maka dikenakan biaya penggandaan

dan pengiriman informasi yang akan dibebankan

kepada pemohon informasi.

5 Produk pelayanan Informasi dalam bentuk hardcopy dan soficopg.

6 Penanganan

pengaduan, saran,

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi

terhadap layanan dapat disampaikan melalui:
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dan masukan/

apresiasi

1 . Secara tertulis dengan mengisi formulir

pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam

Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang

Pelayanan, Kantor Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No. 11,

Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung,

Jawa Barat 4027L.

2. Pengaduan Masyarakat melalui

https: / / www.lapor. so.id.

3. Website : https://iabar.kpu.eo.id.

4. Instagram : kpuprovinsijabar.

5. Tiktok : kpuprovjabar.

6. Facebook : KpuProvJabar.

7. X: kpu_provjabar.

8. Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat.

9. E.PPID httos: / /ia id.kpu.eo.id.

Proses pengaduan dan prosedur penanganan

pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari

ke{a. Apabila pengaduan tidak dapat

diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka

pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan

regulasi yang berlaku.

PENGELOLAAN PELAYANAN {MANUFACTRINq

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan kmbaran Negara

Nomor 4846).

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2074 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6863).

URAIAN
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5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan

Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Ke{a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32Ol

sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 377).

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 202O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1236)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 ler-tal:g Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang T\.rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

jdih.kpu.go.id/jabar
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Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O23 Nomor 826).

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi

Publik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 741).

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 87Ol

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat.

jdih.kpu.go.id/jabar
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2 Sarana, Prasarana,

dan/fasilitas

1. Meja helpdesk pelayanan.

2. Formulir pelayanan.

3. Petugas helpdesk pelayanan.

4. Daftar informasi publik.

5. Mekanisme pelayanan.

6. Jadwal pelayanan.

7. Struktur PPID.

8. Alat tulis.

9. Komputer.

10. Toilet umum.

1 1. Toilet disabilitas.

12. Ruang laktasi.

13. Arena bermain anak.

14. Area parkir.

15. Area parkir disabilitas.

16. Jalur disabilitas.

17. Pojok Baca.

18. Ruang merokok.

3 Kompetensi

Pelaksana

1. Kompetensi Teknis

Pilar ini mencakup pemahaman regulasi dan

keterampilan pengelolaan data/informasi:

a. Pemahaman Regulasi KIP:

1) Menguasai UU KIP, Peraturan Komisi

Informasi (Perki), dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) internal

badan publik.

2) Memahami pengklasifrkasian informasi

publik: Berkala, Serta-Merta, Setiap

. Saat, dan Informasi yang Dikecualikan

(Rahasia).

3) Memahami tata cara Pengujian

konsekuensi dan mekanisme

penyelesaian sengketa informasi.

b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi:

1) Kemampuan mengidentifikasi,

mengolah, mengategorikan, dan

jdih.kpu.go.id/jabar
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memutakhirkan Daftar Informasi

Publik (DIP).

2) Penguasaan sistem teknologi

informasi/aplikasi e-PPID (web, aplikasi

mobile, media sosial) untuk pelayanan

digital.

3) Kemampuarr pengaburan/penghitaman

(blackout) pada bagran dokumen yang

tergolong rahasia/dikecualikan

sebelum diberikan ke pemohon.

c. Prosedur Administrasi:

1) Cermat dalam registrasi permohonan,

memverifikasi kelengkapan berkas

identitas pemohon, hingga penerbitan

tanda terima permohonan.

2) Memahami batasan tenggat waktu

pelayanan.

2. Kompetensi Komunikasi dan Pelayanan

Petugas meja desk layanan merupakan garda

terdepan lf,rontlilrcl yang berinteraksi langsung

dengan masyarakat:

a. Komunikasi Efektit

1) Mampu menyampaikan informasi

dengan Bahasa Indonesia yang jelas,

komunikatif, lugas, serta mudah

dipahami oleh pemohon dari berbagai

latar belakang.

2) Memiliki keterampilan mendengar aktif

(adive listeningl untuk memahami

maksud kebutuhan pemohon informasi

secara tepat.

b. Penanganan Komplain dan Keberatan:

1) Menguasai teknik penyampaian

penolakan informasi secara diplomatis

dan berdasar hukum (beserta alasan

jdih.kpu.go.id/jabar
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penolakan dan mekanisme hak

mengajukan keberatan).

2) Memiliki keterampilan dalam

meredakan emosi pemohon yang

kecewa atau tidak puas terhadap

respon awal.

3. Kompetensi Sikap dan Sosio-Kultural

Petugas informasi publik dituntut

menjalankan tugas sesuai asas-asas umum

pemerintahan yang baik dan prinsip pelayanan

publik:

a. Integritas dan Transparansi

Bebas dari praktik gratifikasi, diskriminasi,

atau konflik kepentingan.

b. Akuntabel dan Teliti

Menyajikan data yang akurat, benar, serta

dapat dipertanggungiawabkan (tidak

menyesatkan).

c. Empati dan Inklusif

Bersikap ramah, sigap, ramah disabilitas

(memahami kebutuhan aksesibilitas

khusus), serta adil kepada seluruh

pemohon tanpa membeda-bedakan.

4 Pengawasan interna-l Dilakukan oleh Atasan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi KPU Provinsi Jawa

Barat.

5 Jumlah Pelaksana Tim pelaksana terdiri atas Ketua dan Anggota

KPU Provinsi Jawa Barat, Pejabat Struktural dan

Staf Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat yang

ditugaskan.

6 Jaminan pelayanan Maklumat Pelayanan.

7 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

1 Fasilitas keamanan berupa petugas

keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan

CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur

jdih.kpu.go.id/jabar
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Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRSTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Teknis Penyelenggaraan Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT,

AHMAD NUR HIDAYAT

ttd

Purba

NO. KOMPONEN URAIAN

evkaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta

prosedur pengamanan.

2. Jaminan terhadap perlindungan informasi

yang termasuk kategori dikecualikan.

8 Evaluasi kine{a
pelaksana

Dilakukan evaluasi layanan informasi publik

secara berka.la dan terdokumentasi.
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SOP Pelayanan Permohonan lnformasi Publik

Pemohon Petugas Pelayanan PP ID

Tidak Tersed ia

Te6€dia

I

Apabla infu rrrEsi bel(rn daFt dberikaG
petrgas pelayanan rIEllinf amasikan jangl€

waktJ pemen*ran pemohonan inbmasi
s€6uai dengan Urdang.Urdang Keterhrkaan

lrfqrrasi fu Ullq kemdlan berkordlnasi
den8an Tim Penghutungdan Pehbat

Pel8ehb lnfurnEsi dan DokunEftasi (PPID)

urlL& nEmber Gn penberitahl.En Ertdis
merge rEi irfqmasi drl€ksud s€srEi dengan
jarEka u6ktu yarg Ehh dlteta*an dalam

u nd anB-u nd ang tersebut

Petrgas f layanan da Ft larystng
mefl$erikan infamasi yarg stdah

tersedb dan bul€n IIEruFkan
infurrnasi yang ternra i(* dalam

kategri dkecualkan atau berpotensi
dlkec(Elikan

End

sta rt
Petugas pehyanan n€rberitahu

nqrc formdir perrphman
inbrnEsi serb riEmerksa hforr€si

yanSdbi*an

Permhdl mengairkan lnbrnBsl
melald surat sl'at elektDnik
U/hatsapp fPlD, dan rEblLi
website e-PAO (PU Provinsi
.iav€ 8a rdt atau mendatangi

kanbr lGmisi Pentllhan umrrn
PDvinsi -bwa &rat diJalan

Gard No U, BandurB

lnfqma si?

Pefiphcn yang data rB s€cara

h rtsung merEisi fo rnrr li r
perrplDnan inbrmasi;

Penphm dapat fi€ngisi fo(mdir
perrplEnan s€cara larEsung

mehld e-PPl0;

Untuk Permohonan lnfomasi
yanSdatang lanBsun&/

merfambil larEsung, s€tbp
penterian infumasiharus

disedai derf,an tanda EdrE
merBisi k€sioner suNei

kepl'.san nEsla rakat
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH

NO. KOMPONEN URAIAN

PEI{YAMPAIAN LAYANAN (SERWCE rcIN'I)

1 Persyaratan 1. Form permohonan layanan.

2. KTP Elektronik.
c Sistem, mekanisme, dan

prosedur

1. Pemohon layanan meminta layanan

kepada PPID.

2. Kemudian diterima oleh petugas PPID.

3. Difasilitasi oleh Staf Subbagian Data dan

Informasi untuk memberikan layanan.

J Jangka waktu pelayanan 1 (satu) hari.

4 Biayaltarif Tidak dikenakan biaya I tarif..

5 Produk pelayanan

6 Penanganan pengaduan,

saran, dan masukan/

apresiasi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi

terhadap layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Secara tertulis dengan mengisi formulir

pengaduan/ saran dan dimasukkan ke

dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di

Ruang Pelayanan, Kantor Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat,

Jl. Garut No. 1 1, Kacapiring, Kec.

Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat

40277.

2. Pengaduan Masyarakat melalui

htt www.la r. o.id.

3. Website : httos: / /iabar.kou. so .id.

4. Instagram : kpuprovinsijabar.

Data pemilih yang muncul di portal

cekdptonline.kpu. go.id.
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PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTRINq

I Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaraa Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 6L, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4846).

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20O9

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OI4 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti

5. Tiktok : kpuprovjabar.

6. Facebook : KpuProvJabar.

7. X: kpu_provjabar.

8. Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat.

9. E-PPID : https://jabarppid.kou.eo.id.

Proses pengaduan dan prosedur

penanganan pengaduan diselesaikan paling

lambat 14 hari ke{a. Apabila pengaduan

tidak dapat diproses/ditangani sesuai

tenggat waktu maka pemberi layanan

mendapat sanksi sesuai dengan regulasi

yang berlaku.
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Talrun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7

tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Ke{a

Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

377l,.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang T\rgas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 12361

sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerl'a Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Frovinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 826).

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2021 tentang Standar l,ayanan

Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
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8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

Sistem Informasi Data Pemilih (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1079) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022

tentang Penyusunan Daftar Pemilih

dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan Sistem Informasi Data

Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum

Ihbupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).
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1O. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 2OOl

sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor I Tahun 2026 tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor I Tahun 2025 tentang

Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 470).

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 140 Tahun 2026 tentang

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Frovinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun

2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

2 Media untuk mengakses website

kd tonline o.id.

J Kompetensi pelaksana Staf pelaksana yang menangani data

pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran

data pemilih.

4 Pengawasan internal 1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa

Barat.

2. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat.

3. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan

Informasi.

4. Kepala Subbagian Data dan Informasi.

Sarana dan prasarana,

dan/ atau fasilitas

jdih.kpu.go.id/jabar

https://jdih.kpu.go.id/jabar/


NO. KOMPONEN URAIAN

5 Jumlah pelaksana 2 (dua) orang staf pelaksana.

6 Jaminan pelayanan Terdaftar dalam data pemilih pada

kapupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki

oleh pemohon layanan.

7 Jaminan keamaaan darr

keselamatan pelayanan

Data pribadi pemohon layanan, sesuai

elemen yang dibutuhkan dalam pendataan

pemilih, tetap te{aga sebagai sebuah data

yang rahasia.

8 Evaluasi kinerja pelaksana Terfasilitasinya proses pengecekan data

pemilih dan pendaftaran pemilih bagr

pemohon layanan yang belum terdaftar,

dapat diselesaikan sesuai jangka waldu

peiayanan yang ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT,

AHMAD NUR HIDAYAT

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Ke Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

o.
1

O
ari Purba

-7 -
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SOP Pelayanan Data Pemilih - Berkelanjutan (Non Tahapan)

Pemoh on Petugas Pelayanan Helpdesk PDPB
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furm tanggapan dao

ma$*an
masyara kat

Perubahan?

untuk PermohorEn
lnfdmasi lang

datang langsung/
merBambil

h(f,sun& s€tlap
pemberian

inforrnasi harus

disertaiderEan
tardaterima dan
merElsik€sioner
surveikeF.lasan

masyara kat

Eerk@rd rEsi deigan KPU

Kda urnuk dltindaklanjuti atar
bisa te rdaftar di daftar pem il ih

5€5uai deng.n dokurEn (e-
fiP/KX)yan8diberikan
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SOP Pelayanan Data Pemilih (Tahapan)

Pemohon Petugas Pelayanan
Helpdesk KPU

Provinsi Jawa Barat
Helpdesk KPU

Kabupaten/Kota

Pfirtas Fhyanan
merf,ecek data
penilh rrEbhj

cel$to nli rE. kputo
.n

Data Femilih?

Ada

h

Tidak

Peartas Fbfanan
men$ertrGn

hfo.nlai yanS

su&h tsrseda,
mehlu ber rat

atau n€rthliur$
penphqr mdahi
Ufiasapp PPD
unt* db kan

tarda bulcltelah
tcrdafEr

Perubahan?

End

Eerk@rdi nas i

deiSan tlehdesk
Kt'u bb/KoE urt*
ditlndaklanJut atar

blsa terdaftar di
daftar Frdlih

s€.lEi deitan hrkti
d\*urt

Sta rt

Pe'mhaal datar€
secara lar€$ng

atau rEbld
ltihats.pp PPID

mebmplrtan e.KTP

dary'abu Kx

Perrchq! mengbi
furm d

bFrpernilh.lpuao
.i, dan rEmberikan

salhan bLlti
d(*uIt

'l rdak Ada

Meiyanpai16n
buktidukElgke

dan PPS untl*
d itindaklanj uti

salhan b.&ti
dl*ura

Md.kukan
Retapitdasi Daftar
Penilih S€nErtara

{DPS)tirykat
kel ('ah ary'd e5a,

tingbt bcamatao
tinglat XabLpaten/

Kda

untuk ttrmohorEn
lrfqr€slFng

datanSlan$tn&/
mer€artil

larBrung, sethp
per$€rian

hforrraa hanrs
dir€.tai &ryan

tardaterinadan
merEii klr5bner
suNelkeFrasan

masyaralat

Melakukan
Rekapitdasioafla.
Pemilih Semertara

Has Perbelkan

{DPSHP) tinskat
kd 

'rah 
ary'd€5 a,

tinSbt bcamatan,
thSl€t XabWaten/

Kda

Melakukan
Rekapitulasi Effar
Pemilih Tetap (om
tinglat lGbupaten/

Kda
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LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PEI.AYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO. KOMPONEN URAIAN

PEI.TYAMPAIAN LAYANAN (SERWCE rcrM?)

Persyaratan 1. Diajukan oleh organisasi/institusi ,""q
berbadan hukum.

2. Pengajuan permohonan disampaikan kenadJ

KPU Provinsi Jawa Barat paling lambat 
J(tr{uh) hari ke{a sebelum nelaksanaaf

kegiatan.

3. Jumlah peserta yang akan mengikuti LaVanaf

Pendidikan Pemilih minimal adalah 20 (du{

puluh) orang.

4. Pendidikan Pemilih dapat difasilitasi di tahun

yang be{alan, sesuai dengan kuota yang

tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di1

tahun tersebut, dapat didaftarkan untuf!

diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahunl

berikutnya.

5. Pendidikan Pemilih dapat didukung oleh

layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk

fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang

T\rnarungu dan penyedi aan template braille

berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang

T\rnanetra.

1
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2 Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan layanan

Pendidikan Pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dalam bentuk

surat resmi, yang ditqjukan ke alamat kantor

KPU Provinsi Jawa Barat - Jalan Garut No. 11,

Kota Bandung, dengan menyebutkan nama

organisasi pemohon dan penanggung jawabnya

serta mencantumkan contact person yang

dapat dihubungi.

2. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat

menyampaikan jawaban atas surat

permohonan Layanan Pendidikan Pemilih

tersebut paling lambat 3 (tiga) hari keda

setelah diterimanya surat permohonan.

3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan

Pendidikan Pemilih ini dilalsanalan sesuai

Standar Operasional Prosedur yang telah

ditetapkan sebagaimana terlampir.

3 Jangka waktu

pelayanan

Dalam masing-masing kegiatan Layanan

Pendidikan Pemilih tersebut jangka waktu

pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau

setara dengan 16 jam pelajaran.

4 Biaya/tarif Pemohon tidak dikenakan biaya/ tarif dalam

permohonan Layanan Pendidikan Pemilih

maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan

Kepemiluan.

5 Produk

pelayanan
1. Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui

Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi Jawa

Barat.

2. Penyampaian materi Pendidikan Pemilih

melalui Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi

Jawa Barat.
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3. Sertilikat kompetensi dasar kepemiluan

melalui Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi

Jawa Barat.

4. Masing-masing pelaksanaan kegiatan

adalah 16 jam pelajaran x 45 menit.

6 Penanganan

pengaduan,

saran,

masukan/

apresiasi

dan

1. Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi

terhadap layanan dapat disampaikan

melalui: Secara tertulis dengan mengisi

formulir pengaduan/ saran dan dimasukkan

ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di

Ruang Pelayanan, Kantor Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No. 11,

Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota

Bandung, Jawa Barat 40271.

2. Pengaduan Masyarakat melalui

https: / / www.lapor.go. id.

3. Website : https://iab kou.so.id.

4. Instagram : kpuprovinsijabar.

5. Tiktok : kpuprovjabar.

6. Facebook : KpuProvJabar.

7. X: kpu_provjabar.

8. Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat.

9. E-PPID: httos://ia oid. kou. so. id.

Proses pengaduan dan prosedur penanganan

pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari

kerja. Apabila pengaduan tidak dapat

diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka

pemberi layanan mendapat sanksi sesuai

dengan regulasi yang berlaku.

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANWACTURINq
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1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4846).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun

2Ol4 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati,

daa Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656)

sebageimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7

tentang Pemilihan Umum (kmbaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentar,g Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6863).

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013

tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 191).

6. Peraturan Menteri Pendayagu.naan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Standar

Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 615).

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
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Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemili han Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 377).

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2O2O tentang T\rgas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Ke{a Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2O2l tentang Standar l,ayanan Informasi

Publik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 741).

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2022 terrtang Partisipasi Masyarakat

dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan
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Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 1160).

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2O25 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O25 Nomor 1125).

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat.
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2 Sarana dan

prasarErna,

dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prasarana pelaksanaan

pendidikan pemilih meliputi: gedung

pertemuan yang memadai, perangkat teknologi

informasi, materi kepemiluan yang

terstandardisasi, alat peraga pendidikan

pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi

(alat perekam dan kamera), sound system,

LCD Projector, Alat Tulis Kantor dan alat

pendukung lainnya.

2. I,ayanan Pendidikan pemilih disabilitas

disediakan di ruang yang dapat

diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.

J Kompetensi

pelaksana

Pendidikan pemilih dilaksanal<an oleh personil

yang berkompeten di bidaag kepemiluan,

meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris, dan/ atau

pejabat struktural di lingkungan KPU Provinsi

Jawa Barat.

4 Pengawasan

internal

Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan

Pemilih akan dilakukan pengawasan internal

dengan melaksanakan monitoring berkala,

evaluasi triwulan, survei kepuasan, dan reviu

standar pelayanan.

5 Jumlah

pelaksana

7 (tujuh) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat dan 20 (dua puluh) orang

unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat.

6 Jaminan

pelayanan
1. Maklumat Pelayanan.

2. KegSatan Layanan Pendidikan Pemilih

dilaksanakan sesuai jadwal yang telah

ditentukan.

3. Kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih

difasilitasi oleh personil yang berkompeten

serta mendapatkan penugasan.
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4. Materi l,ayartart Pendidikan Kepemiluan

yalg disampaikan sesuai dengan kurikulum
yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Barat.

5. Kegiataa Layanan Pendidikan Pemilih

dilaksanakan di ruangan yang representatif,

memadai dan aksesibel.

6. Apabila pelayanan ddak sesuai dengan

standar maka penerima layanan dapat

menyampaikan pengaduan kepada pemberi

layanan.

7 Jaminan

keamanan dan

keselamatan

pelayanan

Layanan Pendidikan Pemilih dilaksanakan di

tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan

prasarana keamanan dan keselamatan

pelayanan sesuai standar.

8 Evaluasi kine{a
pelaksana

1. Eva-luasi pelaksanaan Pendidikan Pemilih

oleh peserta dilakukan disetiap akhir
pelaksanaan kegiatan.

2. Evaluasi internal dilakukan pada forum

Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Barat dan/ atau Rapat Struktural

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

3. Evaluasi pelayanan Pendidikan Pemilih

melalui Survei Kepuasaa Masyara}at.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya 
ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT 
AHMAD NUR HIDAYAT

Kepala Bagran Teknis Penyelenggaraan Pemilu

.dutr?i6hlm,
:

,/,

/-.
s0(I!

o.
It

asari Rrrba
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SOP Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan

Pemoh on Petugas Pelayanan Helpdesk Pendid ikan Pemil ih

Petr8as Fehyanan
merEir|a permohonan dan

mercatat Fda buku
regbtasi/aplikasi lay.nan

Perdilibn
Perdlih?

Br*an

Mengd:ahkan pemohon ke
unh/layanan hln fanS lesual

Menddu rE rtasikan dan

merta Eipbn hasil layanan

lrrenyanpal la n bnfrmasi
s€lejallayarBn bFda

Perrchql

Sta n

PenDhdl menSajukan Pehyanan
mehlui surat atau \rvhatsapp PBD KR
Plovlnsi iawa Barat atau.rEndatarEi

kanb. lGmisi Pemilihan Umum Pror'insi
Barat di Jalan Garut No 11,

Menerima dispcEisi dan
r€ri rdakhnjuti pernDhorEn

Menyusm mated,jadral, dan

naras(mber kegiatan Penddkan
Perdlih sesuai perri aan

Pelakranaan ke$atan PerdUi(an
Pedth ls6i alisasi/ U nti lBan

tekds/kelas penrlih)

M€0yanpaibn lapqan hasll
pehksa raan kegiatan kepada

PetJgas Pehvanan

End
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STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO. KOMPONEN URAIAN

PEI.IYAMPAIAN L,AYANAN (SERWCE POINT)

1 Persyaratan 1 . Persyaratan administratif/ teknis yang

harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:

a. Adanya pengaduan tertulis dari

masyarakat yang disampaikan kepada

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat atau

Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat.

b. Surat/berkas pengaduan harus

dilengkapi dengan nama jelas, nomor

handphone/whatsapp, bukti, atau data

pendukung yang menguatkan

pengaduan.

c. Adanya disposisi dari Ketua KPU

Provinsi Jawa Barat atau Sekretaris KPU

Provinsi Jawa Barat untuk

menindallanjuti pengaduan.

d. Memiliki pengetahuan tentang

peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penanganan dan

substansi pengaduan masyarakat.

2. Persyaratan administratif/ teknis bagt

pengguna pelayanan: Pengguna pelayanan

berkepe ntingan terhadap hasil penanganan

pengaduan masyarakat.

LAMPIRAN TV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT
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NO. KOMPONEN URAIAN

2 Sistem,

mekanisme,

dan prosedur

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan

secara langsung ke KPU Provinsi Jawa Barat

dengan cara mengisi formulir pengaduan.

2. Masyarakat mengirimkan surat pengaduan

melalui Ftont Olfie KPU Provinsi Jawa

Barat, email, media sosial, dan/atau situs

website SP4N-[-A,POR!.

3. Pengaduan masyarakat akan dicatat pada

register persuratan, untuk kemudian

disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi

Jawa Barat atau Sekretaris KPU Provinsi

Jawa Barat.

4. Surat didisposisi kepada pelaksana layanan

untuk dianalisis lebih lanjut dan validasi

data dukung.

5. Apabila berkas memenuhi syarat untuk
ditindaklanjuti, akan diproses surat tindak

lanjut dan/ atau koordinasi tindak lanjut

kepada bagian terkait. Dan apabila berkas

tidak memenuhi syarat untuk
ditindaklanjuti, akan diarsipkan.

6. Masyarakat dapat menanyakan informasi

perkembangan penanganan pengaduan

secara luring dan daring (email dan

whatsapp).

3 Jangka waktu

pelayanan

1. Pelayanan pen€rnganan pengaduan

masyarakat di lingkungan KPU Provinsi

Jawa Barat dilaksanakan pada hari dan jam

kerja kedinasan.

2. Surat tindak lanjut akan diterbitkan paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

surat pengaduan masyarakat dinyatakan

lengkap.

3. Tindak lanjut pengaduan masyarakat

melalui SP4N-LAPOR! berdasarkan SOP
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NO. KOMPONEN URAIAN

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui

SP4N-LAPORI KPU.

4 Tidak dipungut biaya (gratis).

5 Produk

pelayanan

Hardapg dan sofimpg dokumen penanganan

pengaduan masyarakat.

6 Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi

terhadap layanan atas pengaduan masyarakat

dapat disampaikan melalui:

1. Secara tertulis dengan mengisi formulir

pengaduan/saran dan dimasukkan ke

dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di

Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No.1 1,

Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota

Bandung, Jawa Barat 40271.

2. Pengaduan masyarakat melalui

https: / /www.lapor.go.id.

3. Website : htt S: abar.k .id.

4. Instagram : kpuprovinsijabar.

5. Tiktok : kpuprovjabar.

6. Facebook : KpuProvJabar.

7. X: kpu_provj abar.

8. Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat.

9. E-PPID : https:/ /iabarppid.kpu.eo.id.

Penanganan pengaduan diselesaikan paling

lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak

dapat diproses/ ditangani sesuai tenggat waktu

maka pemberi layanan mendapat sanksi

sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Penanganan pengaduan masyarakat melalui

SP4N-LAPOR! berdasarkan SOP Pengelolaan

Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-["APOR!

KPU.

Biaya/tarif

Penanganan

pengaduan,

saran,

masukan, dan

apresiasi

jdih.kpu.go.id/jabar

https://jdih.kpu.go.id/jabar/


NO. KOMPONEN URAIAN

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4846).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2Ol4 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193,

Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7

tentang Pemilihan Umum (kmbaran Negara

-4-

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTNNq
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NO. KOMPONEN URAIAN

Republik Indonesia Tahurt 2Ol7 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Ta}lttn 2017

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863).

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2Ol9 tentang Standar Layanan dan

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 189).

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Ke{a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32Ol

sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 377).

-5-
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NO. KOMPONEN URAIAN

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2O2O tentang T\rgas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Keq'a

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2O2O lentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 826).

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi

Publik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 741).

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahur: 2O23 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahwn 2023 tentang Pengelolaan dan

jdih.kpu.go.id/jabar
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NO KOMPONEN URAIAN

Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025

tentang Struktur Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

2 Sarana dan

prasarana,

dan/atau

fasilitas

Komputer, intemet, printer, kertas.

.J Kompetensi

pelalsana

l. Memiliki sikap ramah, murah senyum.

2. Memiliki pengetahuan terkait proses

pelayanan pengaduan masyaral<at.

4 Pengawasan

intemal

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dan

Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat memeriksa

dan memastikan permintaan dari pemohon

terpenuhi.

5 Jumlah

pelal<sana

2 (dua) orang.

6 Jaminan

pelayanan

Pelayanan dilaksanakan

ketentuan yang berlaku.

sesual dengan

7 Jaminan

keamanan

dan

keselamatan

pelayanan

1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV.

2. Petugas Keamanan.

jdih.kpu.go.id/jabar

https://jdih.kpu.go.id/jabar/


-8-

Sa-linan sesuai dengan aslinya

SEKRETARTAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Teknis Penyelenggaraan Pemilu

*
Purba

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT,

AHMAD NUR HIDAYAT

ttd

$

NO. KOMPONEN URAIAN

8 Evaluasi kinerl'a

pelaksana

Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan

pengguna layanan dan diadministrasikan.

jdih.kpu.go.id/jabar
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SOP Pelayanan Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat

Pemohon Petugas Pelayanan
Helpdesk Pengad ua n

Masyarakat

Petugas pehyanan nErhberikan
tarda terima aAran dan rlleminta

pernoho untuk rErBisi survei
kepEsan nEslarakat

End

Menindaklanjuti
formulir aduan

Fomulir adran
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I.,AMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN PENCALONAN

NO. KOMPONEN URAIAN

PET.IYAMPAIAN LAYANAN (SERWCE rcIN?)

1 Persyaratan 1. Bakal calon Anggota DPRD Provinsi/Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubernur memenuhi

syarat pencalonan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan

secara lengkap sesuai dengan format yang

ditetapkan oleh KPU.

2 Sistem, mekanisme,

dan prosedur

1. Partai Politik/pasangan calon/ perseorangan 
]

mengajukan dokumen pencalonan metatui 
]

Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan/ atau

secara manual sesuai dengan jadwal tahapan

yang ditetapkan

2. l<PU Provinsi Jawa Barat menerima dan

memeriksa kelengkapan dokumen pencalonan.

3. KPU Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi

administrasi terhadap dokumen yang wajib

disampaikan.

4. KPU Provinsi Jawa Barat melakukan klarifikasi

terhadap dokumen yang diragukan ke

instansi/lembaga penerbit dokumen tersebut.

5. KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan hasil

verifikasi kepada Partai Politik/ pasangan

calon/perseorangan dan diberikan kesempatan

kepada calon untuk dilakukan perbaikan

apabila diperlukan.

jdih.kpu.go.id/jabar
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NO KOMPONEN URAIAN

6. KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan daftar

calon/ pasangan calon melalui rapat pleno

terbuka.

Jangka waktu

pelayanan

Sesuai dengan jadwal dan tahapan pencalonan

yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum.

4 Biaya/tarif Tidak dikenakan biaya/ tarif .

5 Produk pelayanan Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan

Anggota Legislatif/Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur yang disampaikan melalui SILON dan

Pengu.muman Daftar Calon di media massa dan

media sosial.

6 Penanganan

pengaduan, saran,

dan

masukan/apresiasi

Pengaduan, sarErn, masukan, dan apresiasi

terhadap layanan Pendidikan Pemilih dapat

disampaikan melalui:

1. Secara tertulis dengan mengisi formulir

pengaduan/ saran dan dimasukkan ke dalam

Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang

Pelayanan, Kantor Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No. 11,

Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung,

Jawa Barat 40271.

2. Pengaduan Masyarakat melalui

httos: / /www.laoor. so. id.

3. Website : https:/ /iabar.kpu.eo.id.

4. Instagram : kpuprovinsijabar.

5. Tiktok : kpuprovjabar.

6. Facebook : KpuProvJabar.

7. X : kpu_provj abar.

8. Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat.

9. E-PPID : httos://ia d.kou.so.id.

Proses pengaduan dan prosedur penanganan

pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari

kerja. Apabila pengaduan tidak dapat

diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka

jdih.kpu.go.id/jabar
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NO. KOMPONEN URAIAN

pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan

regulasi yang berlaku.

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANWACTRINq

I Dasar hukum 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O08 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

61, Tambahan l.embaran Nega-ra Nomor 4846).

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

2

3 [T.t"::- ,-"::,.,'*:,.;.,.:--l
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2o15 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547).

4, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

jdih.kpu.go.id/jabar
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NO. URAIAN

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (t embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6863).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 377).

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 12361 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

KOMPONEN

jdih.kpu.go.id/jabar
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NO. KOMPONEN URAIAN

Umum Nomor 2l Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peratura-n Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 826).

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 T"hr.i
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 741).

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Frovinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 348)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
]

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2O23

tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 91).

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

jdih.kpu.go.id/jabar
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NO. KOMPONEN URAI,AN

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2024 lertang Pencalonan Gubernur dan

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

345) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2O24 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496).

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat.

jdih.kpu.go.id/jabar

https://jdih.kpu.go.id/jabar/


F
\'

I,
.o,

-7

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KE-TUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT PROVINSI JAWA BARAT,

Teknis Penyelenggaraan Pemilu
I\UM

ttd

h

,.c

NO. KOMPONEN URAIAN

Sarana dan prasarana,

dan/atau fasilitas

SILON, komputer, jaringan internet, printer,

scanner, dan ruang penerimaan dokumen

pencalonan.

J Kompetensi pelaksana 1. Memahami peraturan perundang-undangan

terkait pencalonan Anggota DPRD Provinsi serta

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur.

2. Teliti dan cermat dalam memeriksa kelengkapan

dan keabsahan dokumen pencalonan, serta

menguasai aplikasi Sistem Informasi

Pencalonan (Silon).

Pegawasan internal Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat yang membidangi Divisi Telaeis

Penyelenggaraan dan/ atau Divisi Hukum dan

Pengawasan.

5 5 (lima) orang.

6 Jaminan pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dengan menjunjung prinsip

keterbukaan, akuntabel, dan tepat waktu sesuai

jadwal tahapan Pemilu/Pemilihan.

7 Jaminan keamanan

dan keselamatan

peiayanan

1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV.

2. Penyediaan alat pengaman keq'a seperti tabung

pemadam kebakaran, kotal< P3K, adanya jalur

evakuasi, titik kumpul, denah ruangan.

3. Sistem pengamanan jaringan komputer.

8 Evaluasi kinerja

pelaksana

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala

dengan melibatkan Partai Politik/pasangan

calon/perseorangan sebagai pengguna layanan dan

diadministrasikan.

K t

iasari Purba

AHMAD NUR HIDAYAT

c

4.

Jumlah pela-ksana

\\
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SOP Pelayanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pemilihan

Partai Politik/Pasanga n Ca lon/Perseoranga n Helpdesk Pencalonan

DokunEo diperbaiki, dverifi kasi darg

'l 

' 
dak

tltenetapka n dafhr calon/pa sarf,a n (alm

melalui rapat deno Erbula
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I,AMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

NO. KOMPONEN URAIAN

PEI.IYAMPAIAN LAYANAN (SERIZCE POINT)

1 Persyaratan 1. Partai Politik telah terdaftar sebagai Peserta

Pemilu sesuai dengan penetapan KPU

dan/atau yang memiliki akun pada aplikasi

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

2. Menyampaikan dokumen kepengurusan,

keanggotaan, dan domisili kantor Partai

Politik tingkat provinsi sesuai dengan format

SIPOL.

2 Sistem, mekanisme,

dan prosedur

l. Partai politik menginput dan menyampaikan

data kepengurusan, keanggotaan, rekening

partai politik, dan domisili kantor melalui

SIPOL.

2. KPU Provinsi Jawa Barat melakukan

verifikasi administrasi terhadap data yang

disampaikan melalui SIPOL.

3. KPU Provinsi Jawa Barat lalu menerbitkan

berita acara hasil verifikasi dan

pengumuman partai politik yang melakukan

pemutakhiran di media sosial.

4. Partai politik dapat melakukan perbaikan

data dari hasil verifikasi untuk semester

berikutnya.

.1 Jangka waktu

pelayanan

Sesuai dengan jadwal tahapan verilikasi P

Politik yang ditetapkan oleh KPU.

4 Biaya/tarif Tidak dikenakan biaya/ tarif.

jdih.kpu.go.id/jabar
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NO. KOMPONEN URAIAN

5 Produk pelayanan Berita Acara hasil verifikasi pemutakhiran

data Partai Politik yang disampaikan melalui

SIPOL dan Pengumuman Partai Politik yang

melakukan/tidak melakukan pemutakhiran

di media sosial.

uan, saran, masukan, dan apresiasi

hadap layanan Pendidikan Pemilih dapat

isampaikan melalui:

. Secara tertulis dengan mengisi formulir

pengaduan/saran dan dimasukkan ke

dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di

Ruang Pelayanan, Kantor Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Barat, Jl. Gart-t No. 11,

Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota

Bandung, Jawa Barat 40271.

. Pengaduan Masyarakat melalui

Instagram : kpuprovinsijabar.

Tiktok : kpuprovjabar.

Facebook : KpuProvJ abar.

X : kpu_provjabar.

Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat.

I

2

Website: https://i abar.kou.eo.id.

https: / /www.lapor. so.id.

Penanganan

pengaduan, saran,

dan

masukan/ apresiasi

6

PENGELOLAAN PELAYANAN UI4A.IYUFIICTURING)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O08

tentang Partai Politik (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2'

Tambahan Lembaran Negara Republik

11 Dasar hukum

10. E-PPID : https:/ /jabarppid.kpu.eo.id.

Proses pengaduan dan prosedur penanganan

pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari

kerja. Apabila pengaduan tidak dapat

diproses / ditangani sesuai tenggat waktu maka

pemberi layanan mendapat sanksi sesuai

dengan regulasi yang berlaku.
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NO. KOMPONEN URAIAN

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,

Tambahan L,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5189).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

l,embaran Negara Nomor 4846).

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O15

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

jdih.kpu.go.id/jabar
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NO. KOMPONEN URAIAN

5

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

193, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547).

Undang-Undang Nomor 7 Tatrun 2017

tentang Pemilihan Umum (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tenlang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6863).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12'lahlun 2023

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum

6
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NO. KOMPONEN URAIAN

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor377).

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2O2O tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Ke{a

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O terfiang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

826],.

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2O2l tentang Standar Layanan Informasi

Publik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 741).

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran,

Verifrkasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 680)

sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
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11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran,

Verilikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat dan Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251).

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14O Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025

tentang Struktur Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

jdih.kpu.go.id/jabar

https://jdih.kpu.go.id/jabar/


-7

NO. KOMPONEN URAI,AN

o Sarana dan prasarana,

dan/ atau fasilitas
SIPOL, komputer, jaringan internet, printer, dan

scanner.

3 Kompetensi pelaksana 1. Memahami peraturan perundang-undangan

terkait kepartaian dan verifrkasi Partai

Politik.

2. Teliti dalam melakukan pemeriksaan

dokumen kepengunrsan dan keanggotaan

Partai Politik, serta menguasai aplikasi

SPOL.

4 Pegawasan internal Dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi Jawa

Barat yarLg membidangi Divisi Teknis

Penyelenggaraan.

5 Jumlah pelaksana 5 (lima) orang.

6 Jaminal pelayanan Pelayanan dilaksanalan

ketentuan yang berlaku.

sesuan dengan

Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanal

1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV.

2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti

tabung pemadam kebakaran, kotak P3K,

adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah

nrangan.

3. Sistem pengamanan jaringan komputer.

8 Eva-luasi kine{a
pelalsana

Eva-luasi kinerja dilaksanakan secara berkala

dengan melibatkan Partai Politik sebagai

pengguna layanan dan diadministrasikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Salinan sesuai dengan aslinya- PROVINSIJAWABARAT,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT
nd.

Kepala Bagran Teknis Penyelenggaraan Pemiludim,
\.-

o.l
o.

L v

A

o
I

ari Purba

AHMAD NUR HIDAYAT
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SOP Pelayanan Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik

Partai Politik (Admin Parpol) Helpdesk Verifikasi Pa rtai Politik

3I
I

p

=i
Et
!

L_

sbn

Addn Partai tulitk r€lalukan perrubkhian
data riEbld SIPOL (Sistem hbrn|asi Parti Pditk)

Melal*an vedfikasidata di SIPOL sesuai

dengan perrutakhlran yang dllak*an oleh
partaipditik

Partal polttldapat rEbkulGn lErbalkan data
berdasa*an hasil rErifi lasi, untuk dguakan

pada pe IIrJb lhiran s€rrEstsr bedkutrya

lvl€nerbitkan & rita Acara hasil verifikasi da.
merBummkan partai politik yang melakukan

penutakHran mdalui rIEda sosial

End
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LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA

NO. KOMPONEN URAIAN

PEI{YAMPAIAN I,AYANAN (SERWCE POINT)

1 Persyaratan 1. Surat permohonan kerja sama dari calon

mitra kerja sama (instansi pemerintah,

lembaga pendidikan, organisasi

kemasyarakatan, media, dan/ atau pihak

lain).

2. Proposal/ rencana kerja sama yang memuat

maksud, tujuan, dan bentuk kerja sama.

2 Sistem, mekanisme,

dan prosedur

1. Calon mitra kerja sama mengajukan surat

permohonan dan proposal kerja sama

kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

2. KPU Provinsi Jawa Barat melakukan kajian

terhadap usulan kerja sama yang diajukan.

3. KPU Provinsi Jawa Barat dan calon mitra

melakukan pembahasan dal penyusunan

naskah kerja sama.

4. Bentuk kerja sama Perjanjian Kerja Sama

(PKS) dapat langsung melakukan

penandatanganan. Jika Nota

Kesepahaman/MoU, maka KPU Provinsi

Jawa Barat harus bersurat ke KPU RI

untuk mendapatkan persetujuan.

5. Para pihak melakukan penandatanganan

naskah Nota Kesepahaman/ MoU dan/atau

PKS.
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NO. KOMPONEN

6. KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan

monitoring dan eva-luasi atas pelaksanaan

kerja sama.

J Jangka waktu

pelayanan

14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan

diterima secara lengkap.

4 Biaya/tarif Tidak dikenakan biaya/ tarif.

5 Nota Kesepahaman/MoU dan/atau PKS

(hardapg dan soficopgl.

6 Penanganan

pengaduan, saran,

dan

masukan/ apresiasi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi

terhadap layanan Pendidikan Pemilih dapat

disampaikan melalui:

l. Secara tertulis dengan mengisi formulir

pengaduan/ saran dan dimasukkan ke

dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di

Ruang Pelayanan, Kantor Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Jl.

Garut No. 11, Kacapiring, Kec.

Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat

40271.

2. Pengaduan Masyarakat melalui

https: / /www.laoor.go.id.

3. Website : https://iabar.kpu.qo.id.

4. Instagram : kpuprovinsijabar.

5. Tiktok : kpuprovjabar.

6. Facebook : KpuProvJabar.

7. X: kpu-provj abar.

8. Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat.

9. E-PPID : https: / /iabarppid.kpu.eo.id.

Proses pengaduan dan prosedur

penanganan pengaduan diselesaikan paling

lambat 14 hai kerl'a. Apabila pengaduan tidak

dapat diproses/ ditangani sesuai tenggat

wal<tu maka pemberi layanan mendapat

sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

URAIAN

Produk pelayanan
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NO. KOMPONEN URAIAN

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTRINq

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O08

tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4846).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang

(lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-

Undarg Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547).
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7

tentang Pemilihan Umum (tembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahur. 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 201.7 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang

(tembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6863).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Frovinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah

beberapa kali diubah teralhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Ke{a

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

377],.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
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Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

teral<hir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Ke4'a Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

8261.

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi

Publik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2L Nomor 741).

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

4 Tahun 2025 tentang Pembahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
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NO. KOMPONEN

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Naskah Dinas Surat

Pe{anjian di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1352 Tahun 2024 tertang Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum.

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk

Teknis Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

2 Sarana dan prasarana,

dan/ atau fasilitas

Komputer, internet, ruang rapat, printer, dan

kertas.

J Kompetensi pelaksana 1. Memahami tata naskah dinas dan

pen)rusunan naskah kerja sama.

2. Memiliki kemampuan komunikasi dan

negosiasi yang baik dengan cdon mitra

kerja sama.

4 Pegawasan internal Dilakukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Proyinsi Jawa Barat.

5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.

6 Jaminan pelayanan Pelayanan dilaksanakan

ketentuan yang berlaku.

sesuai d

URAIAN
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Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Bagran Teknis PenyelenggaraEln Pemilu

ari Purba

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT,

AHMAD NUR HIDAYAT

ttd

NO. KOMPONEN URAIAN

7 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan

1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV.

2. Penyediaan alat pengaman keq'a seperti

tabung pemadam kebakaran, kotak P3K,

adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah

mangan.

3. Sistem pengamanan jaringan komputer.

8 Evaluasi kinerja

pelaksana

Evaluasi kineq'a dilaksanakan secara berkala

dengan melibatkan mitra kerja sama dan

diadministrasikan.
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SOP Pelayanan Kerja Sama

Mitra Kerja Sama Petugas Pelayanan Pimpinan
Lead ing Sector

(Su b Bagian)
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